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Abstract: Policy Implementation on Local Regulation No. 5 of 2007 Related to the orderliness 
and common piece of Street Traders Existence in Sempadan Afvoer Bono, Gedangan District, 
Sidoarjo Regency. This study was conducted to describe the Policy Implementation on local 
regulation No. 5 of 2007 Related to Street Traders Existence in Sempadan Afvoer Bono. The 
existence of street traders in drainage of sempadan as known as sempadan afvoer bono raises 
pros and cons among surrounding communities. The curb implementation begins with the process 
of dialogue that occurs between policy implementors with street traders. The curb existence and 
the return of street traders to that area led to various dynamics of interest between residents in 
that area and the street traders. 
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Abstrak: Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan 
Ketertiban Umum terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Sempadan Afvoer 
Bono, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan 
untuk mendeskripsikan Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007terkait dengan 
keberadaan para PKL di kawasan sempadan afvoer bono. Keberadaan para PKL di kawasan 
sempadan saluran air yang dikenal sempadan afvoer bono menimbulkan pro dan kontra di 
kalangan masayarakat sekitar. Pelaksanaan penegakan perda tersebut dimulai dengan adanya 
proses dialog yang terjadi antara pihak pelaksana kebijakan dengan para PKL di kawasan tersebut. 
Adanya proses penertiban aktifitas PKL di kawasan tersebut memunculkan berbagai dinamika 
kepentingan antara para PKL, warga sekitar, dan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 
 
Kata kunci: implementasi kebijakan, perda nomor 5 tahun 2007, penertiban, PKL 
 
 
Pendahuluan 
Sebuah keadaan dilematis telah terjadi, 
terhadap para PKL yang berlokasi di sebelah 
utara jalan S. Parman hingga mencapai selatan 
jalan Pepelegi Indah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini 
diakibatkan permasalahan penertiban keberadaan 
para PKL di sepanjang jalan tersebut, karena 
mereka berjualan di atas sempadan saluran air 
(para PKL ini berjualan di atas sempadan yang 
dinamakan sempadan afvoer bono, dan oleh 
masyarakat Kabupaten Sidoarjo kawasan PKL 
ini dikenal dengan sebutan PKL depan ruko 
gateway, karena lokasi berjualan yang berada 
dekat dengan ruko gateway). Pemahaman 
sempadan sendiri menurut aturan yang berlaku 
disebut sebagai batas pengamanan bagi saluran 
dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak 
tertentu sepanjang saluran dan sekeliling. (Pasal 
1 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2004 
tentang Irigasi).  
Kehadiran para PKL yang berada di area 
sempadan tersebut telah menimbulkan pro dan 
kontra, hal ini karena selain mereka dianggap 
melanggar Perda Trantibum, para PKL ini 
dihadapkan dengan kepentingan masyarakat 
yang berbatasan dengan PKL tersebut, yakni 
warga RW 03 Desa Pepelegi. Kepentingan yang 
timbul dari warga RW 03 Desa Pepelegi, antara 
lain di karenakan hasil musyawarah warga RW 
03, menginginkan di bangunnya tempat 
pembuangan sampah (TPS) sementara pada 
periode tahun 2013, hingga adanya keinginan 
pengerukan sempadan yang merupakan tempat 
para PKL tersebut berjualan. Hal inilah yang 
menjadi dasar pemicu terjadinya usulan warga 
RW 03 kepada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, 
melalui Dinas Pengairan selaku pengelola lokasi 
kawasan sempadan, untuk segera melakukan 
penertiban kepada para PKL di kawasan 
tersebut. Pemanfaatan fasilitas-fasilitas tersebut 
sendiri telah dianggap melanggar ketentuan-
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ketentuan, seperti pada pasal 2, pasal 4, serta 
pasal 6 terkait dengan tertib jalan, tertib 
lingkungan, tertib usaha tertentu pada Perda 
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Ketentraman dan 
Ketertiban Umum (Trantibum).  
 Oleh karena itu, perlu sekiranya dilakukan 
penelitian terkait dengan implementasi kebijakan 
Perda Nomor 5 Tahun 2007 dan faktor-faktor 
yang mendukung, dan menghambatnya, agar 
aktifitas para PKL tersebut ke depannya tidak 
sampai menimbulkan konflik dengan warga 
sekitar, dan kebijakan yang diterapkan dapat 
efektif untuk menertibkan aktifitas PKL di 
Kabupaten Sidoarjo secara umum, dan para PKL 
di kawasan sempadan afvoer bono secara khusus  
 
Tinjauan Pustaka 
Implementasi Kebijakan Publik 
Implementasi merupakan aspek yang 
penting dari proses kebijakan, dimana menurut 
Nugroho (2009, h.494) implementasi pada 
prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan 
dapat mencapai tujuannya. Terdapat dua pilihan 
dalam mengimplementasikannya, yakni langsung 
mengimplementasikannya dalam bentuk pro-
gram, sedangkan yang kedua adalah melalui 
formulasi kebijakan derifat atau turunan dari 
kebijakan publik tersebut. 
Pendapat Van Meter dan Van Horn, serta 
Mazmanian dan Sebatier, oleh Wahab (2012, 
h.136), dijelaskan sebagai sebuah proses 
implementasi yang sesungguhnya tidak hanya 
menyangkut perilaku badan-badan administratif, 
serta bertanggung jawab untuk melaksanakan 
program dan menimbulkan ketaatan pada diri 
kelompok sasaran, melainkan pula menyangkut 
jaringan-jaringan politik, ekonomi, dan sosial 
yang langsung atau tidak langsung dapat 
memengaruhi perilaku dari semua pihak yang 
terlibat. Sehingga akhirnya berpengaruh terhadap 
dampak yang dihasilkan, baik yang diharapkan 
maupun yang tidak diharapakan.  
 
Model-model Implementasi Kebijakan 
Pemahaman model implementasi kebijakan 
dalam penelitian ini adalah menurut pandangan 
Edward III (1980). Pandangan Edward III (1980) 
ini dalam Nugroho (2009, h.512) berkaitan 
dengan lemahnya perhatian dalam upaya 
pengimplementasian. Lebih lanjut Edward III 
(1980) dalam Nugroho (2008, h.513), 
menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan dari 
pelaksanaan sebuah kebijakan hendaknya untuk 
memerhatikan empat unsur pokok dalam 
mengimplementasikan kebijakan, antara lain 
communication (komunikasi), resource (sumber 
daya), dispotition or attitudes (disposisi), and 
beureauchratic structure (struktur birokrasi). 
Faktor-faktor yang mempengaruhi imple- 
mentasi kebijakan. 
Terdapat beberapa faktor yang dapat dilihat 
dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, 
yakni faktor yang mendukung pelaksanaan 
kebijakan, ataupun faktor yang menghambat 
kebijakan. Kedua faktor ini dapat mempengaruhi 
kebijakan terlaksana secara baik atau tidak. 
Berkaitan dengan faktor pendukung pelaksanaan 
kebijakan, menurut Anderson dalam Islamy 
(2007, h.108-109), bahwa seseorang melak-
sanakan kebijakan, dikarenakan hal-hal sebagai 
berikut:   
1. Respeknya anggota masyarakat ter-
hadap otoritas dan keputusan-keputusan 
pemerintah 
2. Adanya kesadaran untuk menerima 
kebijakan 
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu 
dibuat secara sah, konstitusional, dan 
dibuat pejabat pemerintah yang 
berwenang untuk itu serta melalui 
prosedur yang benar. 
4. Adanya hukuman-hukuman tertentu bila 
tidak melaksanakan kebijakan 
5. Adanya kepentingan pribadi. 
Pendapat Anderson dikutip Islamy (2007, 
h.110-112) menyatakan bahwa seseorang enggan 
untuk mengimplementasikan kebijakan dikare-
nakan oleh sebab-sebab sebagai berikut:  
1) Adanya ketidakpatuhan selektif ter-
hadap hukum. 
2) Adanya keanggotaan seseorang dalam 
suatu organisasi 
3) Keinginan untuk mencari untung 
dengan cepat. 
4) Adanya ketidakpastian hukum. 
 
Sektor Informal 
Berbagai macam para ahli mencoba untuk 
mendefinisikan sektor informal untuk mendapat 
kejelasan terkait keberadaan sektor tersebut. 
Penjelasan sektor informal dikemukakan oleh 
beberapa para ahli, seperti yang dikutip  
Wirakartakusumah (1999, h.90), sektor informal 
merupakan satuan usaha dengan jumlah tenaga 
kecil (Sethurahman), status tenaga kerja yang 
tidak dilindungi (Mazmundar), status tenaga 
kerja yang ditentukan atas dasar pemilikan faktor 
produksi (PREALC).  
 
Pemahaman Pedagang Kaki lima (PKL) 
Dalam kawasan perkotaan kegiatan sektor 
informal yang dominan ditemui adalah aktifitas 
dagang pedagang kaki lima (PKL), akibat adanya 
ketimpangan kemiskinan yang ada di kota dan 
desa. Kondisi kemiskinan desa dan kota ini 
menurut Sugiono (1999, h.170-171) menciptakan 
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proses migrasi desa ke kota dan kesempatan 
berjualan ala bazaar dengan mengokupasi 
trotoar, ruang publik strategis konsumtif (ruang 
kota yang ramai) di luar gedung pasar, depan 
toko-toko mall, dengan jumlah yang meluap-
luap. Pedagang kaki lima (PKL) menurut 
Sugiono (1999), bukan pedagang pasar, yang 
pertama adalah bentukan proses urbanisasi yang 
belum berhasil, dan yang kedua produk tradisi 
pedesaan yang sudah lama melakukan urbanisasi 
ke kota dan yang ketiga terdapat hubungan desa 
dan kota yang kuat.  
 
Pembahasan 
1. Implementasi Kebijakan Perda Nomor 5 
Tahun 2007 Terhadap PKL di Kawasan 
Sempadan Afvoer Bono. 
a. Sasaran Implementasi Kebijakan 
Pemahaman sasaran implementasi kebi-
jakan Perda Nomor 5 Tahun 2007 dalam hal ini 
adalah PKL-PKL di kawasan afvoer bono. 
Jumlah PKL yang tercatat melanggar Perda 
Nomor 5 tahun 2007 tantang ketentraman dan 
ketertiban umum (trantibum), di sepanjang 
kawasan sempadan  afvoer bono, Kecamatan 
Gedangan,  mencapai 47 bangunan PKL diatas 
saluran sempadan, serta 2 bangunan PKL yang 
menggunakan area jalan di depan kawasan 
sempadan  afvoer bono. Sasaran implementasi 
kebijakan perda tersebut, berdasarkan hasil 
observasi pada tanggal 07 Maret 2013, 
merupakan sekumpulan PKL yang menggu-
nakan trotoar sebagai sarana aktifitasnya, dan 
berjualan di atas saluran sempadan, atau di 
depan toko-toko mall. Hal tersebut sebenarnya 
sesuai dengan pendapat Sugiono (1999), yang 
menjelaskan cara PKL berjualan dengan 
mengambil trotoar, ruang publik strategis 
konsumtif (ruang kota yang ramai) di luar 
gedung pasar, dan depan toko-toko mall.  
b. Bentuk Kesepakatan Penertiban PKL. 
Kesepakatan yang terjadi dapat dikatakan 
hanya bersifat sementara atau semu, Para pihak-
pihak terlibat dapat dikatakan telah melanggar 
kesepakatan yang telah dibentuk. Para pelaksana 
kebijakan dikatakan melanggar, dikarenakan 
tidak membantu PKL untuk mencari ruang usaha 
pengganti mereka, sedangkan bagi PKL sendiri 
kembalinya mereka beraktifitas, juga dapat 
disimpulkan telah melanggar kesepakatan yang 
dibuat. Oleh karena itu perlu adanya renegoisasi 
antara pihak pelaksana kebijakan, dengan para 
PKL di kawasan sempadan afvoer bono.   
 
 
 
 
 
c. Komunikasi 
a) Komunikasi Antar Pelaksana 
Kebijakan  
Komunikasi antar pelaksana kebi-
jakan dapat dijelaskan telah memuat 
aspek transmisi, akan tetapi masih belum 
memuat ketidakjelasan akan proses 
pelaksanaannya saat para PKL itu 
kembali. Adanya aspek ketidakjelasan 
pengimplementasian kebijakan pada saat 
para PKL tersebut berjualan lagi, 
menunjukkan komunikasi antar pelak-
sana kebijakan yang terjadi selama ini 
masih belum optimal. 
b) Komunikasi Para Pelaksana 
Kebijakan dengan para PKL 
Komunikasi antara pelaksana 
kebijakan terhadap para PKL di kawasan 
sempadan afvoer bono dapat dikatakan, 
masih memuat kelemahan dalam aspek 
ketidakjelasan. Aspek ini terkait dengan 
informasi pelaksanaan penertiban saat 
para PKL tersebut berusaha membangun 
kembali sarana dagangan mereka, serta 
masih belum konsistensinya pemberian 
komunikasi dari Pihak Satpol PP selaku 
koordinator penertiban, terhadap para 
PKL di kawasan sempadan afvoer bono. 
c) Komunikasi Para Pelaksana 
Kebijakan dengan Masyarakat 
sekitar. 
Kelemahan dari komunikasi yang 
dilakukan para pelaksana kebijakan 
terhadap masyarakat Desa Pepelegi, 
adalah terkait dengan aspek kejelasan 
pengimplementasian kebijakan Perda 
Nomor 5 Tahun 2007. Diperlukan 
adanya penjelasan sejauhmana tahapan 
pengimplementasian kebijakan kepada 
masyarakat, agar di lain waktu, tidak 
menghambat pelaksanaan kebijakan 
ketertiban di kawasan sempadan afvoer 
bono.  
d. Sumber Daya 
a) Staff Pelaksana Kebijakan 
Hasil dari data yang diperoleh, yakni 
jumlah keseluruhan staff pelaksana 
kebijakan dari Satpol PP, Kecamatan 
Gedangan, dan Dinas Pengairan yang 
mencapai 137 personel (jumlah staff 
pelaksana tersebut belum termasuk dari 
anggota kepolisian, dan TNI), maka 
jumlah ini lebih banyak dibandingkan 
dengan jumlah bangunan/lapak PKL 
yang melanggar perda dengan jumlah 47 
buah. Dilihat dari segi jumlah, dan 
kualitas staff para pelaksana kebijakan 
penertiban dapat dianggap telah 
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memadai, serta memiliki kompetensi 
untuk mengimplementasikan Perda 
Nomor 5 tahun 2007 kepada para PKL di 
kawasan sempadan afvoer bono. 
b) Informasi   
Para pelaksana kebijakan penertiban 
sempadan afvoer bono, telah mengetahui 
cara-cara mengimplementasikan ke-
bijakan berdasarkan pada pedoman atau 
informasi yang diberikan. Penjabaran 
peraturan tersebut dituangkan dalam 
prosedur atau mekanisme kerja yang 
ditetapkan dalam rapat-rapat koordinasi. 
c) Wewenang 
Wewenang pelaksanaan penertiban 
PKL tersebut, mengacu pada kebijakan 
Perda Nomor 5 tahun 2007, dan 
berdasarkan peraturan lain yang 
mendukung keberadaan perda itu, baik 
berupa SK Bupati bernomor 
188/597/404.1.3.2/2013 tentang Tim 
Penataan dan Pembinaan PKL di 
Kabupaten Sidoarjo, ataupun peraturan 
lainnya, seperti Perbup Nomor 22 tahun 
2008 terkait kewenangan Satpol PP, serta 
Perda Nomor 3 tahun 2003 terkait 
pengaturan irigasi. Wewenang ini dapat 
dianggap telah dimiliki, di dapatkan baik 
secara langsung maupun tidak langsung 
oleh setiap pelaksana kebijakan. 
d) Fasilitas Pendukung 
Pada fasilitas pendukung terdapat 
kelemahan, yakni belum memadainya 
anggaran dalam melakukan proses 
penertiban dari Dinas Pengairan selaku 
pengelola kawasan sempadan afvoer 
bono. Sedangan fasilitas pendukung 
selain dalam bentuk anggaran dana, telah 
tersedia baik dari setiap masing-masing 
pelaksana kebijakan, sebagaimana 
contohnya, ketersediaan sarana maupun 
prasarana yang ada pada Satpol PP 
Kabupaten Sidoarjo telah memadai, Alat-
alat penunjang yang biasa dipakai oleh 
Satpol PP untuk menertibkan bangunan-
bangunan yang didirikan oleh PKL 
berdasarkan pada wawancara 3 
September 2013, adalah linggis. 
e. Disposisi 
a) Kecenderungan Masing-Masing 
Prioritas Pelaksana Kebijakan 
Pada hasil wawancara yang 
dilakukan pada tanggal 3 September 
2013 di Satpol PP, dan pada tanggal 17 
September 2013 di Kecamatan Ge-
dangan, para pelaksana kebijakan 
tersebut menyebutkan adanya prioritas 
penertiban di tempat lain, serta meng-
anggap belum ditemukannya solusi 
konkret saat para PKL itu kembali 
membuat pengimplementasiannya ter-
tunda.  
Mengacu pada teori Edward III 
(1980) dalam Agustino (2008), ketika 
implementor memiliki sifat yang berbeda 
dari apa yang diinginkan oleh pembuat 
kebijakan, maka proses implementasi 
kebijakan menjadi tidak efektif. 
b) Adanya Pengakomodasian Ke-
untungan Pribadi, dan Kelompok 
Tertentu 
Pada pelaksanaan kebijakan 
penertiban PKL masih ditemukan unsur-
unsur kecenderungan yang berorientasi 
akan keuntungan pribadi, atau kelompok 
tertentu. Terungkap pada hasil wa-
wancara pada tanggal 19 Agustus 2013, 
yang menjelaskan bahwa para PKL 
tersebut, telah memberikan uang imbalan 
jasa kepada salah satu badan pelaksana 
kebijakan sebagai imbalan atas di-
berikannya izin untuk berjualan kawasan 
sempadan afvoer bono. Salah satu cara 
mengatasinya adalah penegakan sistem 
insentif, maupun punishment. Melalui 
pemberian insentif, dengan tujuan dapat 
menjadi faktor pendorong menjalankan 
aturan dengan sebaik-baiknya, serta 
adanya sistem punishment kepada para 
oknum-oknum, atau badan-badan pe-
laksana kebijakan yang melanggar 
ketentuan, agar menimbulkan efek jera 
kepada para pelaku. 
c) Dampak Kecenderungan Sikap 
Para Pelaksana Kebijakan 
Kecenderungan sikap pelaksana 
kebijakan yang cenderung tidak 
memprioritaskan kebijakan tersebut, 
telah mengukuhkan keberadaan PKL di 
kawasan sempadan afvoer bono secara 
tidak langsung, serta memperkuat ke-
beradaan oknum yang mana di-
untungkan dengan situasi tersebut. Be-
lum adanya upaya penanganan, dan 
pengawasan lokasi PKL, ketika 
terlaksananya program peninggian jalan, 
dan pengerukan sungai dari Dinas Bina 
Marga, dan Dinas Pengairan pada bulan 
November-Desember tahun 2012, 
membuat PKL tersebut kembali 
berjualan lagi.  
Salain itu adanya unsur money 
oriented kepada salah satu pihak 
pelaksana kebijakan, dapat dijelaskan 
dengan pendapat Winarno (2005), bahwa 
jika para pelaksana bersikap negatif atau 
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menolak implementasi kebijakan karena 
konflik kepentingan, maka implementasi 
kebijakan akan menghadapi kendala. 
f. Struktur Organisasi Pelaksanaan 
Kebijakan 
a) Standar Operasi Prosedur (SOP) 
Standar operasi prosedur yang 
dipakai terhadap PKL di kawasan 
sempadan afvoer bono, oleh pelaksana 
kebijakan pada tanggal 06 September 
2013, 30 Agustus 2013, 17 September 
2013, adalah dengan mengacu pada 
standar peninjauan lokasi keberadaan 
para PKL di kawasan sempadan afvoer 
bono tersebut, serta acuan terkait dengan 
pelaksanaan penertibannya. 
Hasil wawancara yang dilakukan 
peneliti, telah menunjukkan standar 
operasi prosedur memang telah jelas, dan 
dipahami oleh masing-masing pelaksana 
kebijakan penertiban PKL di kawasan 
sempadan  afvoer bono, akan tetapi 
masih belum diterapkan sepenuhnya 
mekanisme standar operasi prosedur oleh 
Satpol PP, menyebabkan belum adanya 
keseragaman mekanisme tindak lanjut 
penertiban PKL di kawasan sempadan 
afvoer bono, dan berakibat pada 
penundaan implementasi kebijakan PKL 
di kawasan sempadan afvoer bono. 
b) Fragentasi Pelaksanaan Penertiban 
PKL di Kawasan Sempadan Afvoer 
Bono 
Sebagaimana pula yang telah 
disebutkan pada hasil wawancara tanggal 
6 September 2013, bahwa Dinas 
Pengairan telah melakukan fungsi pe-
ngawasan, serta pemberian teguran 
kepada para PKL di kawasan sempadan. 
Fungi-fungsi tersebut sebenarnya mirip 
dengan fungsi Satpol PP sebagaimana 
tercantum dalam Perbub Nomor 22 tahun 
2008 tentang Satuan Polisi Pamong 
Praja, yakni mengupayakan penegakan 
peraturan daerah, dan peraturan bupati, 
serta pengawasan terhadap masyarakat 
agar mematuhi dan menaati peraturan 
daerah dan peraturan bupati yang 
berlaku. Berdasarkan pada hal tersebut, 
maka bisa disimpulkan terdapat 
fragmentasi yang terjadi pada pe-
laksanaan penertiban PKL di kawasan 
sempadan afvoer bono.  
Maka daripada itu, fragmentasi yang 
terjadi pada pelaksanaan Perda Nomor 5 
Tahun 2007 terhadap PKL, diakibatkan 
tidak adanya otoritas yang kuat dalam 
pengimplementasian kebijakan tersebut, 
di mana otoritas yang kuat ini seharusnya 
berada pada Satpol PP selaku ketua tim 
koordinasi penertiban PKL. Otoritas 
yang tidak kuat ini cenderung me-
nimbulkan bentuk persepsi yang berbeda 
dari berbagai pihak, tidak hanya dari 
badan-badan pelaksana kebijakan 
lainnya, melainkan juga dari kelompok 
sasaran.  
 
2. Faktor-faktor yang Mendukung, dan 
Menghambat Kebijakan Perda Nomor 5 
Tahun 2007 
a) Faktor pendukung  
1) Dukungan masyarakat sekitar 
terhadap otoritas, dan keputusan-
keputusan pemerintah 
Hasil wawancara dengan beberapa 
warga perumahan sekitar, ketua RW 03 
Desa Pepelegi, dan Dinas Pengairan 
terkait salah satu bentuk dukungan 
pelaksanaan penertiban PKL di kawasan 
sempadan afvoer bono pada tanggal 04 
Agustus, 25 Agustus, 27 Agustus, dan 06 
Sepetember tahun 2013, menegaskan 
bahwa keseluruhan pihak tersebut 
mendukung adanya bentuk penertiban 
kepada para PKL tersebut, walaupun 
diantaranya dengan opsi relokasi usaha 
para PKL tersebut. 
 
2) Kesadaran Beberapa Anggota 
Kelompok PKL untuk Menerima 
Kebijakan Pemerintah. 
Kesediaan untuk tidak berjualan di 
area kawasan sempadan afvoer bono 
diakui oleh beberapa anggota kelompok 
sasaran, yang sebenarnya tidak lepas dari 
pemahaman para PKL tersebut, akan 
kepentingan warga sekitar terkait dengan 
pengerukan sungai di kawasan sempadan 
afvoer bono. Dari hasil wawancara pada 
tanggal 6 Agustus, 19 Agustus, serta 22 
September 2013 terhadap beberapa PKL 
di kawasan tersebut, menjelaskan para 
PKL tersebut secara terbuka menerima 
kebijakan penertiban, walaupun diantara 
mereka mensyaratkan adanya pemberian 
lahan pengganti, ataupun mereka hanya 
berkeinginan untuk pindah sementara 
(disaat terjadinya proyek pengerukan 
sungai).   
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b) Faktor Penghambat 
1) Adanya Ketidakpatuhan Anggota 
Kelompok PKL Terhadap 
Kebijakan Pemerintah 
Pendapat dari beberapa anggota 
PKL, seperti pada pemaparan hasil 
wawancara pada tanggal 2 Januari, 2 
Agustus, 19 Agustus, serta 31 September 
2013 telah menjelaskan perlu adanya 
pembenahan perda. Beberapa alasan 
terkait dengan peng- implementasian 
Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang 
trantibum terhadap penertiban para PKL, 
tidak dapat diterima oleh beberapa pihak 
PKL di kawasan sempadan afvoer bono. 
Perda ini oleh para PKL tersebut, 
dianggap tidak lagi mengakomodasi ke-
pentingan mereka, sehingga pada tahapan 
pengimplementasiannya tidak dapat di- 
paksakan. 
2) Keinginan untuk Mencari 
Keuntungan dengan Cepat 
Berdasarkan hasil wawancara 
kepada para aparatur pelaksana kebijakan 
pada tanggal 30 Agustus, 3 September, 
serta 6 September 2013, bahwa salah satu 
hambatan dalam pengimplementasian 
penertiban PKL diakibatkan oleh lokasi 
strategis keberadaan para PKL tersebut, 
sehingga menyebabkan banyak orang 
mencari keuntungan di daerah itu. Dengan 
jumlah kenaikan para PKL yang hadir di 
kawasan tersebut memunculkan oknum-
oknum yang mencari kesempatan me-
ngejar keuntungan dari keberadaan para 
PKL tersebut, sehingga ketika para PKL 
tersebut ditertibkan, maka me-munculkan 
sikap semacam bentuk ketidakpuasan atas 
kebijakan yang diberikan. 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan oleh 
peneliti, kebijakan penertiban melalui Perda 
Nomor 5 Tahun 2007 dapat dikatakan belum 
terimplementasikan dengan baik. Hal itu di-
karenakan oleh berbagai macam hal. Hal-hal 
tersebut dapat ditinjau sebagai berikut : 
1. Peninjauan Implementasi Kebijakan Perda 
Nomor 5 Tahun 2007 Terhadap PKL di 
Kawasan Sempadan Afvoer Bono: 
a. Implementasi kebijakan ini sesuai dengan 
sasaran yang telah ditetapkan, yakni para 
PKL di kawasan sempadan, serta 
berjualan di area trotoar, dengan berjenis 
dagangan makanan dan minuman secara 
umum, sedangkan sifat pelayanan yang 
diberikan dari para PKL tersebut adalah 
bersifat menetap di area tersebut, serta 
pola aktifitas mereka selama ini dilakukan 
adalah dengan pola mengelompok pada 
area yang berdekatan dengan sektor 
formal.  
b. Hasil kesepakatan bentuk penertiban PKL 
di kawasan sempadan afvoer bono adalah 
pembongkaran bangunan liar yang 
disertai adanya opsi pemindahan lokasi 
tempat berjualan bagi para PKL di 
kawasan sempadan afvoer bono. Namun 
dikarenakan kebijakan yang diterapkan tidak 
sesuai dengan harapan para PKL tersebut, 
sehingga menyebabkan mereka berjualan 
kembali di area sempadan afvoer bono.  
c. Pada tahapan komunikasi yang terjalin 
selama ini masih belum terjalin dengan 
baik, antar pelaksana kebijakan, para PKL 
di kawasan sempadan afvoer bono, serta 
Warga yang terkena dampak keberadaan 
para PKL tersebut.  
d. Pada tahapan sumber daya secara 
keseluruhan dapat dikatakan belum 
optimal, dikarenakan pada aspek staff 
pelaksana masih terdapat kekurangan 
jumlah staff pelaksana pada tingkat 
kecamatan. Sedangkan pada aspek 
fasilitas pendukung lainnya masih belum 
tersedianya anggaran dari Dinas Pe-
ngairan membuat pelaksanaan im-
plementasi kebijakan di kawasan sem- 
padan afvoer bono menjadi terhambat. 
e. Untuk unsur disposisi pelaksana pe-
nertiban di kawasan sempadan afvoer 
bono, dapat dikatakan  kecenderungan 
sikap para pelaksana kebijakan yang tidak 
memprioritaskan peng- implementasian 
kebijakan Perda Nomor 5 tahun 2007, 
serta adanya upaya pengakomodasian 
terhadap keuntungan pribadi, atau 
kelompok-kelompok tertentu meng-
akibatkan bertambah merebaknya aktifitas 
para PKL di kawasan sempadan afvoer 
bono. 
f. Pada unsur tatanan struktur organisasi 
pelaksana, standar operasi yang ada, telah 
dipahami oleh masing-masing pelaksana 
kebijakan, akan tetapi pada tahapan 
pelaksanaanya masih terdapat standar 
operasi yang belum diterapkan 
sepenuhnya. Selain itu adanya 
fragmentasi, diakibatkan tidak adanya 
sinergi program dan kegiatan untuk 
penanganan PKL antar pelaksana 
kebijakan lainnya.  
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi 
implementasi kebijakan Perda Nomor. 5 
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Tahun 2007 terhadap PKL di kawasan 
sempadan afvoer bono, terdiri atas: 
a. Faktor Pendukung 
1. Adanya dukungan masyarakat 
sekitar terhadap otoritas, dan 
keputusan-keputusan pemerintah. 
2. Adanya kesadaran beberapa anggota 
kelompok PKL untuk menerima 
kebijakan pemerintah 
b. Faktor Penghambat 
1. Adanya sikap ketidakpatuhan 
anggota kelompok PKL dalam 
menerima kebijakan pemerintah. 
2. Terdapat keinginan pencarian 
keuntungan secara cepat dari 
kelompok PKL pada kawasan 
sempadan afvoer bono, dikarenakan 
lokasi tersebut strategis, dan adanya 
oknum yang berusaha 
memanfaatkan kondisi keberadaan 
para PKL di kawasan sempadan 
afvoer bono. 
Saran 
Berdasarkan atas kesimpulan yang telah 
dijelaskan, maka peneliti mencoba memberikan 
saran sebagai bahan pertimbangan, yakni sebagai 
berikut: 
1. Perlu memasukkan program penertiban PKL 
di kawasan sempadan afvoer bono ke dalam 
prioritas pembangunan pemerintah 
Kabupaten Sidoarjo. 
2. Perlu adanya regulasi yang berfungsi khusus 
mengatur keberadaan para PKL, yang isinya 
tidak hanya bentuk penertiban, melainkan 
juga menyangkut pengaturan sejumlah hak, 
dan kewajiban bagi PKL. 
3. Pada unsur komunikasi dapat dilakukan 
penerapan sistem komando tunggal, dimana 
ditunjuknya salah satu dinas/instansi yang 
berfungsi mengkoordinasikan program 
khusus penanganan PKL, dengan tujuan 
untuk memudahkan penyaluran komunikasi 
penertiban PKL. 
4. Pada unsur sumber daya perlu adanya 
penambahan staff pelaksana penertiban pada 
tingkat kecamatan. Selain itu penggunaan 
anggaran penertiban PKL, dapat mengacu 
pada kerjasama antara pihak pengelola 
sempadan, dengan dinas/instansi terkait 
lainnya, seperti Dinas Koperindag, Dinas 
Bina Marga, dan Satpol PP. 
5. Sebaiknya dilakukan sistem reward dan 
punishment terhadap para pelaksana 
kebijakan dalam upaya penertiban PKL. 
Upaya reward ini dapat berupa tunjangan 
insentif, sedangkan untuk sistem punishment 
dapat berupa penurunan pangkat, pe- 
ngurangan tunjangan, pengurangan dana 
alokasi anggaran kepada para aparatur/badan 
pelaksana kebijakan yang melakukan 
pemungutan imbalan jasa kepada para PKL 
illegal.  
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